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Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan

Peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor

39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yaitu O
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun o
2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam

Negeri.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri ini

mengatur mengenai tata kelola Data
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah yang merupakan bagian dari Satu
Data Indonesia.




Tujuan dibentuk Satu Data
Pemerintahan Dalam Negeri

Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Kementerian dan Pemerintah Daerah
dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data Pemerintahan Dalam Negeri;

Memenuhi kebutuhan akses dan mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, konsisten,
mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan
antar Instansi Pusat dan/atau instansi daerah; dan

Mendorong Kketerbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan
perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data. @
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Data Pemerintahan
Dalam Negeri

Data Pemerintahan Dalam Negeri terbagi menjadi dua
yakni untuk Data Pemerintahan Dalam Negeri di
tingkat Kementerian dan Data Pemerintahan Dalam
Negeri di tingkat Pemerintah Daerah.

Data Pemerintah Daerah mencakup 32 Urusan yang
diatur di dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan 6 Unsur yang
diatur di dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019.




Penyelenggara Satu Data Pemerintahan
Dalam Negeri

Pembina Satu Data Pemerintahan
Dalam Negeri

Koordinator Satu Data Pemerintahan
Dalam Negeri

Walidata

Walidata Pendukung

Produsen Data




BABV
PENYELENGGARAAN
SATU DATA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30
Penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri terdiri
atas:
perencanaan Data;

Permendagri Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri mengatur

pemeriksaan Data; dan
penyebarluasan Data.

: pmgmnpuian Deta; Penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri yang
d

terdiri dari:

a. Perencanaan Data
b. Pengumpulan Data

Pasal 38

Persteiiuas Dels mapnekw Raeianawiteie, c. Pemeriksaan Data

o il e e opoplh d. Penyebarluasan Data
pengetahuan dan teknologi melalui Portal Satu Data

Pemerintahan Dalam Negeri yang saling terintegrasi.

Portal Satu Data Pemerintahan Dalam  Negeri

rediakan akses: o - o
T_e’“ﬁmé"mﬁ Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata yang dilakukan

. etadata;

Data Pricevess an ' sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
ustal Satis Diata Passdstntandn Dalui Hopms dikabids 4l melalui Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri yang
Walidata. . . 0
Soimitane Sholocat pade sget (), Sosksnaran saling terintegrasi.
dengan berkoordinasi bersama Sekretariat Satu Data
Indonesia tingkat pusat selaku pengelola Portal Satu Data
Indonesia.

Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri untuk
selanjutnya diintegrasikan dengan Portal Satu Data
Indonesia.

Bagan slur pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data
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Portal Satu Data
Pemerintahan Dalam Negeri

Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri adalah media
bagi pakai Data Pemerintahan Dalam Negeri yang dikelola di
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri, di provinsi, dan/atau di kabupaten/kota yang
terintegrasi dan dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi.
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Portal Satu Data Pemerintahan Dalam
Negeri

Portal Satu Data PemerintahanDalam Negeri dikelola oleh Walidata

Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri menyediakan akses:
a. Standar Data

b. Metadata

c. Kode Referensi

d. Data Prioritas

e. Jadwal Rilis dan/atau pemutakhiran Data

Hak Akses Data di dalam Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri dapat dilakukan

pembatasan berdasarkan sifat:

» Terbuka, dapat diakses melalui Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri

» Terbatas, dapat diakses secara terbatas oleh Pengguna Data yang diatur oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan

» Tertutup, dapat diakses berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pengguna Data dan

@ Walidata.




Bagan Alur N
Integrasi Data Provinsi

Portal
SDI

Portal SDPDN
Portal
Kementerian

melalui Portal

\i/

Portal
Kab/Kota




E-DATABASE KEMENDAGRI

PORTAL DATA
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
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—Aplikasi E-Database

PELITA

PELayanan Integrasi daTA

Portal Data Terpadu Pemerintahan Dalam Negeri yang
menyajikan data-data yang menyeluruh dan terpadu.
Satu Data menyediakan satu basis data yang akurat,
terbuka, terpusat dan terintegrasi, menyediakan data
dalam format yang mudah dicari, diakses serta
digunakan kembali, dengan harapan publik/masyarakat
pengguna portal dapat memanfaatkan data yang telah
tersedia serta menciptakan inovasi dan peran serta
dalam membangun negara Indonesia menjadi lebih baik.
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E-DATABASE KEMENDAGRI

PELITA

PELayanan Integrasi daTA

Selamat Datang di E Database

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

DA It B Masukkan kata kur

Selamat Datang di E Database
Pilih bagian di bawah untuk lihat selengkapnya

-
111

Pilih bagian di bawah untuk lihat selengkapnya

INSPEKTORAT JENDERAL o, DIREKTORAT JENDERALPOLITIK
FS5°  DAN PEMERINTAHAN UMUM

n SEKRETARIAT JENDERAL

DREKTORAT ENDERALINA DAEKTORAT JNDERAL TONOM ORETORAT INDERALBINA
AONANSTRASIKEVALAYASAN n oaca ! PEBANGINANCATEAN

<, DIREKTORAT ENDCRALBIA beoRAT exOERAL DIEXTORATNOERALOA
A —— P . KEUANGAN DATRAN

Kementerian Dalam Negeri

Pemerintah Daerah Kementerian/Lembaga

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM
NEGER!

DALAMNEGER ¥ osamawusia

Data Prioritas

§ KemendagriRl W i @ eKemendagri @ wwwiemendogrigoid K ~https7e database kemendagri go.id/
Kementerian Dalam Negeri




SIPD

SIOLA

SILPPD

o)

E-WALIDATA

K/L

A

= N

SIAK

P—rp

DATABASE

DATABASE

Integrasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri

SIPD HUB

Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri
berfungsi sebagai embrio/gudang data
yang dapat menyimpan seluruh data
yang terdapat pada Kementerian
Dalam Negeri. Gambaran disamping
merupakan integrasi dari berbagai
sistem aplikasi yang telah dimiliki
Kementerian Dalam Negeri yang
dengan aplikasi Satu Data
Pemerintahan Dalam Negeri.




Dataset

@ 85 Datasets Found

E-Database Kemendagri tela
terintegrasi melalui APl dengan
Portal Satu Data Indonesia yang
dikelola oleh Sekretariat Satu
Data Indonesia dan Sistem Peng-
hubung Layanan Pemerintah
(SPLP) yang dikelola oleh
Kementerian Komunikasi dan

Informatika.
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SIPD - HUB
PORTAL INFORMASI
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
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—Aplikasi SIPD-HUB

Portal Informasi Pemerintahan Dalam Negeri yang
memvisualisasikan data informasi dari berbagai
Kementerian/Lembaga untuk mendukung
pengambilan  kebijakan dalam  penyusunan
perencanaan pembangunan dan penganggaran
keuangan daerah sehingga lebih tepat sasaran.
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e

Yy SIPD-HUB

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

SIPD-HUB
ﬁ'
<

4
b SIPD-HUB

ADMINISTRATOR

Dashboard APBD

Beranda Urusan dengan Anggaran Terbesar

— URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN keuancaN

EKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Integrasi

Total Belanja Bidang Pendidikan

ANGGARAN BELANJA BIDANG PENDIDIKAN

& Anggaran

APBD

Realisasi

352,006,889,493,423

Rincian Anggaran Pendidikan per Wilayah Top 5 Kegiatan Pendidikan

@ Total Belanja

TKDN

Nama Wilayah ~ & Total Belanja Pen... - Kolsh Dasa -
SPM
Provinsi DKI Jakarta 17,014,321,719,472 s verm [
< peng: was [l
Pengguna Provinsi Jawa Barat 11,163,051,426,955 3
§ e ||
Provinsi Jawa Timur 8,953,212,941,795 H il
E
Provinsi Jawa Tengah ,840,032 2 I
Provinsi Sumatera Utara  3,619,430,879,317 I

Provinei Kal i1 280Q 724 9R7 RA1
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Data Telah Terintegrasi SDPDN

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Manusia dan Kebudayaan

dan Teknologi " .  Data  Pensasaran Percepatan Penghapusan
Data Pokok Pendidikan (Data Anak Tidak Kemiskinan Ekstrem (P3KE)

Sekolah, Data Sekolah, Data Siswa dan Data
Guru)

..’ Badan Koordinasi Keluarga Berencana
bkkbn Nasional Data Keluarga Beresiko Stunting

Direktorat Jenderal Bina Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Data Penduduk Berdasarkan Umur Tunggal, Data Penduduk
Berdasarkan Struktur Umur, Data Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja, Data Wajib KTP, Data Capaian Identitas
Kependudukan Digital, Data Kepemilikan Akta Kelahiran, Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Data SIPD
Perencanaan dan Penganggaran




DASHBOARD ANGGARAN BELANJA UNTUK KASUS ANAK TIDAK SEKOLAH SE-PROVINSI

Total Belanja Nasional Total Anggaran Belanja Urusan Pendidikan Total Anggaran SPM

Rp1,381,401,734,896,898 Rp352,006,889,498,592 Rp62,380,294,061,323

Total SPM Bidang Pendidikan

Rp43,976,081,029,448

Perbandingan Total Anggaran Belanja Urusan

Perbandingan SPM Bidang Pendidikan
Pendidikan berdasarkan Total Belanja Nasional

Lima Akun Belanja Terbesar untuk Bidang Urusan Pendidikan
berdasarkan Total Anggaran SPM

Belanja Gaji Pokok PNS Rp7 87 4,289
o,
29'5 AJ Belanja Gaji Pokok PPPK _ Rp31,016,016,261,837

Belanja Barang dan Jasa BOS - Rp26,983,329,770,213
74.52%

@Anggaran di Luar Pendiidkan @Anggaran Pendidikan @ SPM di Luar Bidang Pendidikan @ SPM Bidang Pendidikan

25.48%

70 5% Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Rp18,832,727,167,246
RpOT Rp50T Rp100T
Lima Provinsi dengan Persentase Anggaran untuk Bidang Urusan Pendidikan Tertinggi Lima Provinsi dengan Persentase ATS Terendah dibandingkan dengan Persentase Anggaran
Dibandingkan dengan Persentase Anak Tidak Sekolah Pendidikan

@ Persentase Anggaran Pendidikan @ Persentase Anak Tidak Sekolah @ Persentase Anak Tidak Sekolah @ Persentase Anggaran Pendidikan

33% % 3 ;
) 31% 31% 25% 20 25% 25%
30%
20%
20%
10%
10% 8% 5%
2%
0% 0%
Provinsi Sumatera Provinsi Jawa Provinsi Nusa Provinsi Lampung  Provinsi Jawa Barat Provinsi Sulawesi Provinsi Gorontalo Provinsi Bengkulu Provinsi Jambi Provinsi Sulawesi
Barat Tengah Tenggara Barat Utara Tenggara

P tase A Penidilan = Jumlah Anggaran Pendidikan X100% P tase Anak Tidak Sekolah = Jumlah Kasus ATS X 100%
ersentase Anggaran Fenialan = Jumlah Anggaran ° ersentase Anaf fiaak seicotah = Jumlah Pendududuk Usia Sekolah ° ‘




DASHBOARD ANGGARAN BELANJA U

TUK IURAN JAMINAN KESEHATAN SE-PROVINSI

Total Belanja Nasional Total Anggaran Belanja Urusan Kesehatan Total Belanja luran Jaminan Kesehatan Jumlah Penduduk Total Kepesertaan BPJS
Rp1,381,401,734,896,898 Rp213,612,835,808,256 Rp31,259,312,767,487 279,118,866 232,391,032
Perbandingan Total Anggaran Belanja Urusan Perbandingan Belanja luran JamKes Perbandingan Jumlah Peserta BPJS dan Perbandingan Jenis Kelamin berdasarkan
Kesehatan berdasarkan Total Belanja Nasional berdasarkan Total Belanja Nasional Non Peserta BPJS Kepesertaan BPJS
@Anggaran di Luar Urusan Kesehatan @ Urusan Kesehatan @ Urusan Kesehatan di luar luran JamKes @ luran JamKes @Jumlah Peserta @Jumlah Non Peserta @ Jumlah Peserta Laki-Laki @Jumlah Peserta Perempuan
0,
15.46% ek 16.74% 51.44%
0,

84.54% 85.37% 83.26% 48.56%
Lima Provinsi dengan Persentase Belanja luran Jaminan Kesehatan Tertinggi dibandingkan Lima Provinsi dengan Persentase Belanja luran Jaminan Kesehatan Terendah dibandingkan
dengan Persentase Kepesertaan BPJS dengan Persentase Kepesertaan BPJS
@ Persentase Belanja luran Jaminan Kesehatan @ Persentase Kepesertaan BPJS @ Persentase Belanja luran Jaminan Kesehatan @ Persentase Kepesertaan BPJS

4% 95.51% 97.38% 100% 86.49% 86.80%

89.81% 1.0% 85.34%

0.89% 85%
2% g 0.73% 0.77%
2.79% 2.77% 80% oo% g52%
80.51%
0% 0.0% 80%
Provinsi Bangka Provinsi DKI Provinsi Sulawesi Aceh Provinsi Nusa Provinsi Papua Provinsi Papua Provinsi Papua Provinsi Papua Provinsi Papua
Belitung Jakarta Selatan Tenggara Barat Pegunungan Tengah Barat Selatan
Lima Akun Belanja Terbesar untuk luran Jaminan Kesehatan Perbandingan Pembiayaan BPJS

@Pembiayaan Pemda @ Pembiayaan Pusat @Pembiayaan Umum

35.93%

Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Rp12,642,026,583,697
Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS Rp11,842,375,860,330

Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 - Rp2,137,344,415,010 41.66% 22 41 %

Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK - Rp2,063,813,772,254 A X
Pembiayaan Pemda untuk Pembiayaan Pemda untuk
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN - Rp1,864,525,485,353 PBPU/BP Kelas 3 PBPU/BP Pemda

RpOT RpST Rp10T Rp15T 1 0,83 7,1 9 5 40,784,947

Jumlah Belanja Iuran JamKes _ Jumlah Kepesertaan BPJS Individu
j = P t K t. BPJS = 1009
Persentase Belanja Iuran JamKes = Total Anggaran x 100% ersentase Kepesertaan BP]. Tumlah Penduduk X % l




DASHBOARD ANGGARAN PENGENDALIAN STUNTING UNTUK PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA SE-PROVINSI

Total Anggaran Pengendalian Stunting Nasional

Persentase Urusan Pengendalian Penduduk dan KB pada Anggaran Stunting

Rp40.77M (38.21%)

Rp0.87M (0.81%)
@ Pembinaan Keluarga Berencana
@ Pengendalian Penduduk

@ Peningkatan Keluarga Sejahtera
@ Pemenuhan Upaya Kesehatan

Rp26.20M (24.55%)

Rp38.86M (36.42%)

Lima Akun Belanja Anggaran Stunting Terbesar untuk Urusan Pengendalian
Penduduk dan KB

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp9,316,045,000

Belanja Jasa Tenaga Kesehatan - Rp4,903,360,000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Rp3,732,522,836

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp3,700,224,000

Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Rp2,274,612,300

RpOM RpSM Rp10M

Total Anggaran Pengendalian Stunting Bidang Urusan Total Anggaran Pengendalian Stunting pada Program
Pengendalian Penduduk dan KB Pembinaan KB

Rp32,377,373,244,280 Rp106,693,067,155 Rp40,765,378,469

Lima Provinsi dengan Anggaran Belanja Program Pembinaan KB Tertinggi Disandingkan dengan Belanja
Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

@ Belanja Program Pembinaan Keluarga Berencana @Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

b ] gt Rp8,129,170,800
ovinsi Ja ara
rovinsi Jawa Bara' Rp9,545,414,226
Rp6,133,104,000
Provinsi Papua Tengah ¥
. Rp6,133,104,000
Rp4,270,223,457
Rp5,181,068,633

Provinsi Jambi

Rp2,232,795,000
Provinsi Jawa Tengah )
Rp5,827,116,741

Rp1,814,564,921
Rp6,609,369,121

Aceh

RpO Rp2,000,000,000  Rp4,000,000,000  Rp6,000,000,000  Rp8,000,000,000 Rp10,000,000,000
Lima Provinsi dengan Persentase Belanja Program Lima Provinsi dengan Persentase Belanja Program
Pembinaan KB Tertinggi berdasarkan Bidang Urusan Pembinaan KB Terendah berdasarkan Bidang
Pengendalian Penduduk dan KB Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

Provinsi Kepulauan Riau 75.18% Provinsi DKl Jakarta . 3.96%

_ 63.93% Provinsi Sumatera Selatan

Aceh

Provinsi Kalimantan Barat
Provinsi Kalimantan Utara 62.74% Provinsi Jawa Barat

Provinsi Bengkulu 62.16% Provinsi Kalimantan Selatan

0% 50% 0% 20% 40%
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